
BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH 

ANEKA USAHA KABUPATEN KLATEN MENJADI PERSEROAN TERBATAS ANEKA USAHA
(PERSERODA) KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang: a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran strategis dalam
memajukan perkembangan perekonomian daerah dan memberikan kontribusi pada pendapatan
asli daerah sehingga dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat, perlu upaya
meningkatkan daya saing dan fleksibilitas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Klaten;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331, Pasal 339 dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan   Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengubah status
Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Klaten menjadi Perseroan Terbatas
Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten dengan Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah
Aneka Usaha Kabupaten Klaten Menjadi Perseroan Terbatas Aneka Usaha (Perseroda)
Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Di Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4756);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4812);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan  dan Pemakaian
Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 96
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Lembaran
Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2003 Nomor 15 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2014 Nomor 7);
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 49);
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pada
Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2006 Nomor 13) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pada Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor
127);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

Dan
BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN
HUKUM PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN KLATEN MENJADI
PERSEROAN TERBATAS ANEKA USAHA (PERSERODA) KABUPATEN KLATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
Daerah adalah Kabupaten Klaten.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Klaten.
Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang selanjutnya disebut PD Aneka Usaha adalah Perusahaan
Daerah Aneka Usaha Kabupaten Klaten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun
2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2003
tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha.



Perseroan Terbatas Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten adalah badan hukum yang
merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha
dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang merupakan hasil perubahan Perusahaan
Daerah Aneka Usaha Kabupaten Klaten.
Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang
mempunyai wewenang  yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas
yang ditentukan dalam perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang bertanggungjawab penuh atas pengurusan
Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta
mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran
dasar.
Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum
dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
Direktur adalah Direktur Perseroan Terbatas Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten.
Akta Pendirian adalah akta pendirian  Perseroan Terbatas Aneka Usaha Kabupaten Klaten yang
memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan Terbatas
Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten.
Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Aneka Usaha (Perseroda)
Kabupaten Klaten 
Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Terbatas Aneka Usaha (Perseroda)
Kabupaten Klaten yang memberikan hak kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang tentang perseroan dan/atau anggaran dasar perseroan.
Modal dasar adalah sejumlah dana yang ditetapkan dalam anggaran Perseroan Terbatas Aneka
Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten.

Modal yang disetor adalah modal perseroan yang riil dan disetorkan ke dalam kas Perseroan
Terbatas Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten.
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah Penjabaran
Tahunan dari rencana jangka panjang persero.

BAB II
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini bentuk badan hukum dan nama PD Aneka Usaha Kabupaten
Klaten diubah menjadi Perseroan Terbatas Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten.
PD Aneka Usaha Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perusahaan
Daerah Aneka Usaha Kabupaten Klaten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perusahaan
Daerah Aneka Usaha.
Dengan perubahan status badan hukum dan perubahan nama sebagaimana  dimaksud pada
ayat (1), maka seluruh kekayaan, kegiatan usaha, hak dan kewajiban, pegawai dan perizinan
serta hal lain yang dimiliki PD Aneka Usaha Kabupaten Klaten beralih kepada Perseroan
Terbatas Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten.
Dalam rangka perubahan status badan hukum dan perubahan nama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang untuk memproses perubahan
tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka mengetahui kekayaan, hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang
dilakukan perhitungan dan audit oleh Akuntan Publik.



BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3
Maksud perubahan bentuk badan hukum PD Aneka Usaha Kabupaten Klaten menjadi Perseroan
Terbatas Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten adalah untuk meningkatkan peran dan
fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam mendorong  pertumbuhan perekonomian, menggali dan
meningkatkan potensi pendapatan asli daerah guna mewujudkan peningkatan  kesejahteraan
masyarakat.

Pasal 4
Tujuan perubahan status badan hukum PD Aneka Usaha Kabupaten menjadi Perseroan
Terbatas Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten adalah:
meningkatkan kinerja perusahaan yang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang  baik
(good corporate governance);
mengusahakan keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya berdasarkan prinsip pengelolan
perusahaan secara efektif dan efisien serta mampu mengelola  keuangan perusahaan dengan
baik;
mengembangkan dan menggali potensi usaha di sektor Perdagangan umum, Jasa dan Industri 

BAB IV
TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 5
Perseroan Terbatas Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten berkedudukan dan berkantor
pusat di Daerah dan dapat membuka cabang di luar Daerah  sesuai  dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6
Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perseroan Terbatas Aneka
Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten mengembangkan jasa layanan dan kegiatan lain sepanjang
tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang Undangan.
Jasa layanan dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
Perdagangan umum yaitu menjual alat tulis kantor (sekolah, mesin kantor, mebeler, interior,
peralatan komputer, peralatan listrik, alat praktek laboratorium, obat-obatan, bahan medis habis
pakai, bahan laboratorium/reagen, Pedagang Besar Farmasi (PBF), 
Penyalur Alat Kesehatan (PAK), Apotek, sarana produksi pertanian, bahan bangunan,
perlengkapan dapur, peralatan kebersihan dan seragam kantor).
Jasa layanan kesehatan (Klinik, praktek dokter bersama), laboratorium kesehatan, bengkel,
angkutan, fotocopy (penggandaan), jilid, jasa boga (makanan dan minuman),
Industri percetakan, pertambangan, rancang bangun/rekayasa.
Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur dengan Akta Pendirian.

BAB V
MODAL DAN SAHAM

Pasal 7
Modal Perseroan Terbatas Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten seluruhnya milik
Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.
Modal Dasar Perseroan Terbatas Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten ditetapkan
sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah).



Modal Disetor Perseroan Terbatas Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten ditetapkan
sebesar Rp. 4.835.928.693,00 (Empat milyar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus
dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).
Untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah
menambah modal yang disetor secara bertahap yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan
Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.

Modal Perseroan Terbatas Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)  merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Perubahan modal dasar dan modal disetor Perseroan Terbatas Aneka Usaha (Perseroda)
Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan melalui RUPS
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk saham oleh
Perseroan Terbatas Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten yang ditunjukkan dengan surat
saham.
(3) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterbitkan oleh Perseroan Terbatas
Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten  merupakan saham atas nama. 
(4) Jenis dan nilai nominal saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam
RUPS. 
(5) Pemegang saham harus tunduk pada semua keputusan dalam RUPS. 

BAB VI
RUPS

Pasal 9
RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Terbatas Aneka Usaha
(Perseroda) Kabupaten Klaten.
RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS luar biasa. 
RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan paling sedikit sekali dalam 1
(satu) tahun. 
RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan dalam waktu paling lambat 6
(enam) bulan setelah tahun buku.
RUPS luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai
dengan kebutuhan.

(6) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama, dengan
berpedoman pada Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VII
DEWAN KOMISARIS

Pasal 10
(1) Dewan Komisaris terdiri dari atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.  
(4) Jumlah, Persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan,
tugas dan wewenang Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
DIREKSI
Pasal 11



Direksi Perseroan Terbatas Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten terdiri atas 1 (satu)
anggota Direksi atau lebih. 
Jumlah, Persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan
wewenang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

BAB IX
RENCANA KERJA TAHUNAN DAN LAPORAN TAHUNAN

Bagian Kesatu
Rencana Kerja Tahunan

Pasal 12
Direksi menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun
buku.
Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditelaah oleh
Dewan Komisaris dan mendapatkan persetujuan RUPS.

Bagian Kedua 
Laporan Tahunan

Pasal 13
(1) Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan
Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku. 
(2) Isi Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. 

BAB X
PENGGUNAAN LABA

Pasal 14
Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh
RUPS.
Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi bagian Pemerintah Daerah
disetor ke kas Daerah.
Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagian dapat digunakan untuk
tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (Corporate Social Responsibility) sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dan penyerahan laba sebagaimana di maksud ayat
(1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

BAB XI
KEPEGAWAIAN

Pasal 15
Pegawai PD Aneka Usaha Kabupaten Klaten yang dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (3), tetap mempunyai kedudukan yang sama sebagai pegawai Perseroan Terbatas Aneka
Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pegawai Perseroan Terbatas Aneka Usaha (Perseroda)
Kabupaten Klaten diatur oleh Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

BAB XII
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 16
(1) Perseroan Terbatas Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten dibubarkan karena: 
berdasarkan keputusan RUPS;



berdasarkan penetapan pengadilan;
dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan Terbatas Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten
Klaten tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
harta pailit Perseroan Terbatas Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten yang telah
dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang; atau
dicabutnya izin usaha Perseroan Terbatas Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten sehingga
mewajibkan Perseroan Terbatas Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten melakukan
likuidasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Tata cara pembubaran dan likuidasi Perseroan Terbatas Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten
Klaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB XIII
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 17
Penggabungan, peleburan atau pengambilalihan Perseroan Terbatas Aneka Usaha (Perseroda)
Kabupaten Klaten ditetapkan dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham dan
masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Dalam pelaksanaan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan Perseroan Terbatas Aneka
Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 
berdasarkan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENGAWASAN

Pasal 18
Pengawasan kebijakan Direksi dalam menjalankan dan mengelola Perseroan Terbatas Aneka
Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten dilakukan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. 

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19
Selama proses administrasi perubahan status badan hukum, maka PD Aneka Usaha Kabupaten
Klaten tetap menjalankan usaha sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2003 Nomor 15
Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka
Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014 Nomor 7).

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8
Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha
Kabupaten Klaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 21
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  pengundangan  Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten
Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 21 Juni 2017

Plt. BUPATI KLATEN,
 Cap

Ttd
SRI MULYANI
Diundangkan di Klaten
pada tanggal 21 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap

Ttd
JAKA SAWALDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH : (3/2017)

PENJELASAN 
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH 

ANEKA USAHA KABUPATEN KLATEN MENJADI PERSEROAN TERBATAS ANEKA USAHA
(PERSERODA) KABUPATEN KLATEN

UMUM
Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Klaten memiliki peran strategis dalam memajukan
perkembangan perekonomian daerah dan memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah
sehingga dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat sehingga perlu upaya
meningkatkan daya saing dan fleksibilitas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Klaten
tersebut.
Berdasarkan ketentuan Pasal 331, Pasal 339 dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan   Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir



dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengubah status Badan Hukum
Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Klaten menjadi Perseroan Terbatas Aneka Usaha 
(Perseroda) Kabupaten Klaten dengan Peraturan Daerah;

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas
Pasal 7

Cukup Jelas
Pasal 8

Cukup Jelas
Pasal 9

Cukup Jelas
Pasal 10

Cukup Jelas
Pasal 11

Cukup Jelas
Pasal 12

Cukup Jelas
Pasal 13

Cukup Jelas
Pasal 14

Cukup Jelas
Pasal 15

Cukup Jelas
Pasal 16

Cukup Jelas
Pasal 17

Cukup Jelas
Pasal 18

Cukup Jelas
Pasal 19

Cukup Jelas
Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas
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